GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 73 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 78 TAHUN 2010 TENTANG
PEDOMAN PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyederhanaan persyaratan
pindah pegawai negeri sipil, perlu dilakukan
perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 78
Tahun 2010 tentang Pedoman Pemindahan dan
Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pemindahan dan Penempatan Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan  Pemerintah Provinsi

Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan
Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5179);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6037);

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan

dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;



Menetapkan

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah  Provinsi Sumatera Barat
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Barat Nomor 24);

8. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2012 tentang
Mekanisme Pindah Tugas Pegawai Negeri Sipil ke
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Gubernur Nomor 2 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 78 TAHUN 2010
TENTANG PEDOMAN PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor
78 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemindahan dan
Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 Tahun 2008),
diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 6
Pindah diklasifikasikan menjadi:
a. pindah Pegawai Negeri Sipil antar
Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Barat;
b. pindah Pegawai Negeri Sipil ke Lingkungan

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;



c. pindah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sumatera
Barat ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi
Sumatera Barat;

d. pindah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/Kota dan
Provinsi ke luar Provinsi Sumatera Barat;

e. pindah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sumatera
Barat antar unit kerja di lingkungan Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat;

f. pindah Pegawai Negeri Sipil Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota  lain ke Kabupaten/Kota di
Provinsi Sumatera Barat;

g. pindah Pegawai Negeri Sipil Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota lain ke Provinsi Sumatera Barat;
dan

h. penugasan Pegawai Negeri Sipil di luar Instansi
Induk.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 7

(1) Pemindahan  Pegawai  Negeri Sipil antar
Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Barat,
memiliki syarat umum yaitu adanya rekomendasi
melepas dari Pejabat Pembina Kepegawaian
instansi asal dan persetujuan menerima dari
Pejabat Pembina Kepegawaian instansi yang
dituju yang ditujukan kepada Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah Provinsi.

(2) Untuk memenuhi persyaratan umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pegawai Negeri Sipil yang
akan mengajukan permohonan pindah tugas antar
Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Barat
harus menyampaikan berkas permohonan kepada

Gubernur Sumatera Barat melalui Badan



Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat

yang terdiri dari:

a.

f.

£.

surat permohonan pindah tugas yang ditujukan
kepada  Gubernur c.q. Kepala  Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat
dan memuat alasan/argumentasi kepindahan;
surat rekomendasi melepas dari instansi asal
yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian,;

surat persetujuan menerima dari instansi
dituju yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian,;

surat keterangan tidak pernah dijatuhi atau
sedang menjalani atau sedang dalam proses
pemeriksaan hukuman disiplin tingkat sedang
dan/atau berat yang dikeluarkan oleh
Inspektorat instansi asal,

fotocopi Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri
Sipil;

fotocopi Surat Keputusan Pangkat terakhir; dan

fotocopi ijazah terakhir.

(3) Pemindahan Pegawai Negeri Sipil ke Lingkungan

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan diatur

lebih lanjut dengan  Peraturan  Gubernur

tersendiri.

(4) Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Provinsi

Sumatera Barat ke Kabupaten/Kota se-Sumatera

Barat, memiliki persyaratan umum yaitu adanya

persetujuan menerima dari instansi dituju yang

ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian

Daerah Provinsi dan rekomendasi melepas dari

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi.

(5) Untuk memenuhi persyaratan umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), Pegawai Negeri Sipil



Provinsi Sumatera Barat yang akan mengajukan

permohonan pindah tugas ke Kabupaten/Kota se-

Sumatera Barat harus menyampaikan berkas

permohonan kepada Gubernur Sumatera Barat

melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Sumatera Barat yang terdiri dari:

a. surat permohonan pindah tugas yang ditujukan
kepada  Gubernur c.q. Kepala  Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat
dan memuat alasan/argumentasi kepindahan;

b. surat rekomendasi melepas dari instansi asal
yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah Provinsi;

c. surat persetujuan menerima dari instansi
dituju yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian,;

d. surat keterangan tidak pernah dijatuhi atau
sedang menjalani atau sedang dalam proses
pemeriksaan hukuman disiplin tingkat sedang
dan/atau berat yang dikeluarkan oleh
Inspektorat instansi asal,

e. fotocopi Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri
Sipil;

f. fotocopi Surat Keputusan Pangkat terakhir; dan

g. fotocopi ijazah terakhir.

(6) Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/Kota
dan Provinsi ke luar Provinsi Sumatera Barat
memiliki persyaratan umum yaitu adanya
rekomendasi melepas dari instansi asal dan

persetujuan menerima dari instansi yang dituju.

(7) Untuk memenuhi persyaratan umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), Pegawai Negeri Sipil

Kabupaten/Kota dan Provinsi yang akan



mengajukan permohonan pindah tugas ke luar

Provinsi Sumatera Barat harus menyampaikan

berkas permohonan kepada Gubernur Sumatera

Barat melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Sumatera Barat yang terdiri dari:

a. surat permohonan pindah tugas yang ditujukan
kepada  Gubernur c.q. Kepala  Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat
dan memuat alasan/argumentasi kepindahan;

b. surat rekomendasi melepas dari instansi asal
yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian,;

c. surat persetujuan menerima dari instansi
dituju yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian,;

d. surat keterangan tidak pernah dijatuhi atau
sedang menjalani atau sedang dalam proses
pemeriksaan hukuman disiplin tingkat sedang
dan/atau berat yang dikeluarkan oleh
Inspektorat instansi asal,

e. fotocopi Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri
Sipil;

f. fotocopi Surat Keputusan Pangkat terakhir; dan

g. fotocopi ijazah terakhir.

(8) Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Provinsi
Sumatera Barat antar unit kerja di lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki
persyaratan umum yaitu adanya persetujuan

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi.

(9) Untuk memenuhi persyaratan umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (8), Pegawai Negeri Sipil
Provinsi yang akan mengajukan permohonan

pindah tugas antar unit kerja di lingkungan



Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus

menyampaikan berkas permohonan kepada

Gubernur Sumatera Barat melalui Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat

yang terdiri dari:

a. surat permohonan pindah tugas yang ditujukan
kepada  Gubernur c.q. Kepala  Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat
dan memuat alasan/argumentasi kepindahan;

b. surat rekomendasi melepas dari instansi asal
yang dikeluarkan oleh Kepala Organisasi
Perangkat Daerah;

c. surat persetujuan menerima dari instansi
dituju yang dikeluarkan oleh Kepala Organisasi
Perangkat Daerah;

d. surat keterangan tidak pernah dijatuhi atau
sedang menjalani atau sedang dalam proses
pemeriksaan hukuman disiplin tingkat sedang
dan/atau berat yang dikeluarkan oleh Kepala
Organisasi Perangkat Daerah instansi asal;

e. fotocopi Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri
Sipil;

f. fotocopi Surat Keputusan Pangkat terakhir; dan

g. fotocopi ijazah terakhir.

(10) Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Pusat, Provinsi,
Kabupaten/Kota lain ke Kabupaten/Kota dalam
Provinsi Sumatera Barat, memiliki persyaratan
umum yaitu adanya rekomendasi melepas dari
instansi asal dan persetujuan menerima dari
instansi yang dituju yang ditujukan kepada
Gubernur Sumatera Barat.

(11) Untuk memenuhi persyaratan umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Pegawai

Negeri Sipil Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota lain



(12)

yang akan mengajukan permohonan pindah

tugas ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi

Sumatera Barat harus menyampaikan berkas

permohonan kepada Gubernur Sumatera Barat

melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Sumatera Barat yang terdiri dari:

a. surat permohonan pindah tugas yang
ditujukan kepada Gubernur c.q. Kepala
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Sumatera Barat dan memuat
alasan/argumentasi kepindahan;

b. surat rekomendasi melepas dari instansi asal
yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian,;

c. surat rekomendasi menerima dari instansi
dituju yang dikeluarkan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian;

d. surat keterangan tidak pernah dijatuhi atau
sedang menjalani atau sedang dalam proses
pemeriksaan hukuman disiplin tingkat
sedang dan/atau berat yang dikeluarkan oleh
Inspektorat instansi asal,

e. fotocopi Surat Keputusan Calon Pegawai
Negeri Sipil;

f. fotocopi Surat Keputusan Pangkat terakhir; dan

g. fotocopi ijazah terakhir.

Berdasarkan berkas permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (11), Gubernur Sumatera
Barat membuat persetujuan pindah ke Kantor
Regional XII BKN Pekan Baru dan keputusan
mutasi pindah Gubernur Sumatera Barat

dikeluarkan berdasarkan alih jenis kepegawaian



(13)

(14)

yang dikeluarkan Kantor Regional XII BKN Pekan

Baru.

Pemindahan sebagai penugasan Pegawai Negeri

Sipil di luar instansi induk, memiliki persyaratan

umum yaitu adanya rekomendasi melepas

pindah dari instansi asal dan persetujuan
menerima dari instansi yang dituju.

Untuk memenuhi persyaratan umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (13), Pegawai

Negeri Sipil yang akan mengajukan permohonan

pindah sebagai penugasan di luar instansi induk

harus menyampaikan berkas permohonan
kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat

yang terdiri dari:

a. surat permohonan pindah tugas yang
ditujukan kepada Gubernur c.q. Kepala
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Sumatera Barat dan memuat
alasan/argumentasi kepindahan;

b. surat rekomendasi melepas dari instansi asal
yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian;

c. surat persetujuan menerima dari instansi
dituju yang dikeluarkan oleh
Kepala/Direktur/Lembaga/Perusahaan yang
dituju;

d. surat keterangan tidak pernah dijatuhi atau
sedang menjalani atau sedang dalam proses
pemeriksaan hukuman  disiplin tingkat
sedang dan/atau berat yang dikeluarkan oleh
Inspektorat instansi asal;

e. fotocopi Surat Keputusan Calon Pegawai

Negeri Sipil;



f. fotocopi Surat Keputusan Pangkat terakhir;
dan

g. fotocopi ijazah terakhir.

(15) Pindah atas kepentingan dinas, memiliki
persyaratan administratif yaitu pertimbangan
secara tertulis untuk memindahkan seorang
Pegawai Negeri Sipil dari satu daerah ke daerah
lain dengan persyaratan yang terdiri dari:

a. surat rekomendasi melepas dari instansi asal
yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian;

b. surat persetujuan menerima dari instansi
dituju yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian;

c. surat keterangan tidak pernah dijatuhi atau
sedang menjalani atau sedang dalam proses
pemeriksaan hukuman  disiplin tingkat
sedang dan/atau berat yang dikeluarkan oleh
Inspektorat instansi asal,

d. fotocopi Surat Keputusan Calon Pegawai
Negeri Sipil;

e. fotocopi Surat Keputusan Pangkat terakhir;
dan

f. fotocopi ijazah terakhir.



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1
Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera

Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 Agustus 2017

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 23 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Dto

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 73



